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ABSTRAK 
Penelitian bertujuan menguji hubungan related party transaction (RPT) pada 
agresivitas penghindaran pajak dengan good Corporate Governance dan 
manajemen laba sebagai pemoderasi. Penelitian dilakukan di BPR seluruh 
Bali dengan jumlah sampel adalah 137 BPR. Pengumpulan sampel 
dilakukan dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan 
melalui data publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknik analisis data 
menggunakan analisis Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil 
penelitian menujukan bahwa related party transaction berpengaruh negatif 
namun tidak signifikan terhadap agresivitas penghindaran pajak. 
Sedangkan good Corporate Governance tidak terbukti menurunkan 
agresivitas penghindaran pajak RPT serta manajemen laba meningkatkan 
pengaruh RPT pada agresivitas penghindaran pajak. 
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Profit Management and Good Corporate Governance Moderate 

Related Party Transaction Relationships On Tax avoidance 
Aggressiveness 

 
ABSTRACT 

This study aims to examine the relationship of related party transactions (RPT) on 
aggressiveness of tax avoidance with good Corporate Governance and earnings 
management as moderating. The study was conducted in rural banks throughout 
Bali with a sample size of 137 rural banks. The sample was collected by using 
purposive sampling technique. Data collection is done through the publication of 
data from the Financial Services Authority (OJK). The data analysis technique 
used Moderated Regression Analysis (MRA). The results show that related party 
transactions have a negative but not significant effect on the aggressiveness of tax 
avoidance. While good Corporate Governance is not proven to reduce the 
aggressiveness of RPT tax avoidance and earnings management increase the 
influence of RPT on the aggressiveness of tax avoidance. 
  
Keywords: Management of Profit; Good Corporate Governance; Related 

Party Transaction; Aggressiveness of Tax avoidance. 
  

Artikel dapat diakses : https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index 

mailto:igkwira.widiana86@gmail.com
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index


 

WIDIANA, I. G. K. W., DWIRANDARA, A. A. N. B., BUDIARTHA, I. K., & 

PUTRI, I. G. A. M. A. D. 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE… 
 

 

 

942 

 

PENDAHULUAN 
Sejak dilaksanakannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, dimana mulai 
diberlakukannya sistem pemungutan pajak self assessment, pajak menjadi 
sumber penerimaan utama dalam penerimaan negara (Yasa & Martadinata,  
2019), (Yasa, et al, 2021). Pajak merupakan penerimaan negara yang berasal 
dari masyarakat yang telah memenuhi syarat dan dipaksakan berdasarkan 
ketentuan yang berlaku yang nantinya digunakan untuk kepentingan umum 
(Yasa, 2018). Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk mengamankan 
potensi penerimaan pajak, termasuk dalam hal meningkatkan potensi 
penerimaannya melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.  

Namun dalam realisasinya, setiap tahun penerimaan pajak justru lebih 

kecil dari target. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia yang dikutip melalui www.kemenkeu.go.id, realisasi penerimaan 
pajak dari tahun 2016-2018 secara berturut-turut adalah sebesar Rp 1.105,73 
triliun, Rp1.151,03 triliun dan Rp1.315,51 triliun. Sedangkan target yang 
dibebankan adalah sebesar Rp1.355,20 triliun, Rp1.283,57 triliun dan Rp.1.424 
triliun. Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah 
wajib pajak seringkali tidak melaporkan atau mencantumkan penghasilannya 
(Oktaviani & Nurhayati, 2017). Upaya ini dilakukan oleh wajib pajak untuk 
menghindari peningkatan beban pajak yang akan dibebankan terhadap 
penghasilan yang diterimanya. Upaya penurunan beban pajak ini 
menggambarkan tingkat agresivitas wajib pajak melakukan penghindaran 

pajak.  
 Bank merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban 

dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Salah satu bank adalah Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR). BPR menganggap pajak sebagai beban bank yang bisa 
mengurangi laba. Hal tersebut mendorong bank mengambil langkah untuk 
meminimalkan besaran pajak yang ditanggungnya, sehingga bank cenderung 
dipandang telah melakukan tindakan agresivitas penghindaran pajak. Frank,et.al 
(2009) menyatakan bahwa segala upaya atau usaha yang dilakukan bank dalam 
melakukan perekayasaan besarnya penghasilan kena pajak dengan membuat 
suatu perencanaan pajak, dengan cara yang dikategorikan legal ataupun illegal 
disebut dengan agresivitas penghindaran pajak. Bank yang teridentifikasi 
memiliki kecenderungan agresif terhadap pajak identik akan rendahnya tingkat 

transparansi pada bank. Bukti-bukti empiris yang diperoleh memperlihatkan 
adanya indikasi tingginya tingkat agresivitas penghindaran pajak dikarenakan 
lemahnya tata kelola bank (Jimenez, 2008). 
 Beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas penghindaran pajak 
adalah Related Party Transaction (RPT). RPT adalah transaksi yang dilakukan oleh 
perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu transaksi 
yang dilakukan dengan pihak-pihak seperti perusahaan asosiasi, karyawan kunci, 
perusahaan dalam satu pengendali, perusahaan perorangan, perusahaan keluarga 
dekatnya atau perusahaan yang mempunyai hak suara signifikan (Farahmita, 
2011). RPT memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi 
perusahaan. Ada dua teori yang bertolak belakang mengenai RPT yaitu “The 

Efficient Transaction Hypothesis” dan “The Conflict Of Interest Hypothesis.” Menurut 

http://www.kemenkeu.go.id/
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Kohlbeck & Mayhew (2010) transaksi pihak berelasi dapat dikategorikan menjadi 
yang bersifat merugikan (abusive RPT berdasarkan the conflict of interest hypothesis) 
atau menguntungkan (efficient RPT berdasarkan the efficient transaction hypothesis). 
Pamulang (2019) menemukan bahwa hutang hubungan istimewa berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini menunjukan bahwa 
semakin tinggi nilai hutang hubungan istimewa, maka semakin rendah tarif pajak 
efektif perusahaan. Rendahnya tarif pajak perusahaan, maka akan menurunkan 
tingkat agresivitas penghindaran pajak pada perusahaan. Berdasarkan uraian 
teori, konsep, dan riset empiris di atas dapat dikatakan bahwa semakin kuat  RPT 

maka semakin kecil agresivitas penghindaran pajak. Sehingga dengan demikian 
dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut. 
H1: Related Party Transaction (RPT) berpengaruh negatif pada agresivitas 

penghindaran pajak. 
Variabel lain yang dianggap mampu mempengaruhi agresivitas 

penghindaran pajak adalah Good Corporate Governance (GCG). GCG yang baik akan 
meningkatkan manajemen pajak perusahaan. Jumlah dewan komisaris sebagai 
bagian dari GCG ikut menentukan bagaimana manajemen pajak perusahaan akan 
berjalan. GCG yang baik seharusnya terdiri dari dewan komisaris yang 
berkualitas. Dewan komisaris yang baik harus memiliki pengetahuan tentang 
hukum-hukum perpajakan yang berlaku sehingga mampu menekan tingkat pajak 
perusahaan namun tidak melanggar hukum perpajakan itu sendiri. Perusahaan 

yang memiliki lebih banyak dewan komisaris lebih memiliki kesempatan 
menekan tingkat pajak dibandingkan perusahaan dengan perusahaan yang 
memiliki dewan komisaris yang lebih sedikit.  Fungsi pengawasan dewan 
komisaris mencakup pemberian nasihat ketika dewan direksi atau eksekutif 
mengambil keputusan. Dewan komisaris dapat memberikan nasihat ketika direksi 
akan melakukan investasi. Dewan komisaris dapat menghindari pajak ketika 
memberikan nasihat kepada direksi atau eksekutif saat mengambil keputusan 
investasi. Dewan komisaris dapat memberikan nasihat untuk mengambil investasi 
di atas 25% untuk menghindari pajak ketika deviden dibagikan. Pasal 4 ayat 3 (f) 
undang-undang nomor 36 tahun 2008 menyebutkan “Dividen atau bagian laba 
yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, 

koperasi badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari 
penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di 
Indonesia dengan syarat yaitu a) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; 
dan b) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik 
daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang 
memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen dari jumlah 
modal yang disetor.” 
 Dewan komisaris juga dapat menghindari pajak ketika memberi nasihat 
saat direksi akan mengambil keputusan untuk menerbitkan saham. Dewan 
komisaris dapat melakukan pengawasan dengan memberi nasihat agar direksi 
menerbitkan saham minimal 40% untuk mendapatkan fasilitas pengurangan 
sebesar 5%. Pasal 17 ayat 2(b) menyebutkan wajib pajak badan dalam negeri yang 

berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari 
keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan 
memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima 
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persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. 
 Adanya jumlah dewan komisaris yang semakin banyak, maka dalam 
setiap fungsi pengawasan dalam perusahaan/bank akan semakin tinggi sehingga 
semakin menekan tarif pajak efektif perusahaan/bank. Riset empiris pengaruh 

GCG (jumlah dewan komisaris independen) pada agresivitas penghindaran pajak 
telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Fadhilah (2014) menyatkan bahwa 
terdapat pengaruh signifikan komposisi dewan komisaris independen terhadap 
tax avoidance perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008, walaupun dari hasil uji 
statistik menunjukkan hasil yang berlawanan. Riset empiris lainnya menunjukkan 
bahwa variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris 
independen, dan insentif eksekutif dengan variabel kontrol ukuran perusahaan 
dan leverage memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruh terhadap tax 
avoidance (Subekti, 2019). Hal senada juga didukung oleh Onyali et al. (2018) yang 
menyatakan bahwa GCG memiliki pengaruh yang besar terhadap Agresivitas 
penghindaran pajak. 

 Berdasarkan uraian konsep, dan riset empiris di atas dapat dikatakan 
bahwa semakin kuat GCG maka akan mampu memberikan pengaruh negatif RPT 
pada agresivitas penghindaran pajak. Sehingga dengan demikian dapat 
dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut.  
H2: GCG (Jumlah dewan komisaris) memperlemah pengaruh negatif RPT pada 

agresivitas penghindaran pajak.  
Manajemen laba merupakan variabel lain yang dianggap mempengaruhi 

wajib pajak melakukan agresivitas penghindaran pajak. Manajeman laba 
merupakan suatu tindakan dimana seorang manajer perusahaan melaporkan laba 
berdasarkan motif dan tujuan tertentu. Manajemen laba tidak bisa dilepaskan dari 
berbagai alasan dari seorang manajer untuk mempengaruhi laporan keuangan.  
 Dalam melakukan manajemen laba sebenarnya didasarkan pada berbagai 

tujuan dan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya (Fadli et al, 2016) 
Apabila manajer melaporkan dengan laba yang tinggi maka akan berpengaruh 
pada pajak yang dibayarkan dan pajak menjadi masalah bagi perusahaan karena 
membayar pajak akan berkaitan langsung dengan laba bersih yang didapatkan 
perusahaan. Laba tersebut dijadikan indikator utama dalam keberhasilan 
manajemen dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan 
melaporkan laba yang disesuaikan dengan tujuannya yaitu untuk meminimalkan 
penghasilan kena pajak. Berdasarkan teori keagenan dijelaskan bahwa latar 
belakang terjadinya manajemen laba pada perusahaan yang merupakan implikasi 
dari adanya asimetri informasi (ketidakseimbangan informasi) antara manajer 
(agent) dengan pemilik (principal) akibat adanya konflik kepentingan. Partiningsih 

& Asyik (2016) menyatakan bahwa teori keagenan mengelompokkan motivasi 
manajemen laba akrual dalam dua kategori: opportunistic dan signaling. Pada 
motivasi signaling dalam teori sinyal, manajer memberikan informasi melalui 
laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme 
yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah 
perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu 
pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak 
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overstate. Dengan motivasi signalling, manager dipersepsikan akan cenderung 
melaporkan laba sesuai kebijakan akuntansi dan tidak membesar-besarkan laba 
yang dilaporkan maka perusahaan tidak akan melakukan agresivitas 
penghindaran pajak. 
 Namun demikian Shelly et al. ( 2017) menyatakan bahwa Manajemen Laba 
terbukti mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan. Sejalan dengan hal 
tersebut Tiaras & Wijaya (2015) juga mengungkapkan bahwa ternyata manajemen 
laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Demikian juga 
disimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas 

pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin manajemen bertindak agresif 
terhadap laporan keuangan yakni manajemen laba dengan teknik income 
decreasing maka diindikasikan bahwa manajemen bertindak agresif terhadap 
beban pajak guna menghindari pembayaran pajak yang tinggi.  Berdasarkan 
uraian teori, konsep, dan riset empiris di atas dapat dikatakan bahwa semakin 
kuat Manajemen laba maka akan mereduksi pengaruh RPT pada Agresivitas 
Penghindaran Pajak. Sehingga dengan demikian dapat dikembangkan hipotesis 
penelitian sebagai berikut:  
H3: Manajemen laba memperkuat pengaruh negatif RPT pada Agresivitas 

Penghindaran Pajak. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan di seluruh kantor BPR di wilayah Provinsi Bali selama 
tahun 2015-2020. Jumlah keseluruhan BPR yang ada di Provinsi Bali adalah 
sebanyak 137 kantor di 9 Kabupaten/Kota yaitu, Kota Denpasar, Kabupaten 
Badung, Gianyar, Tabanan, Negara, Klungkung, Bangli, Buleleng dan 
Karangasem. Objek dalam penelitian ini adalah agresivitas penghidaran pajak (Y) 
yang dipengaruhi oleh related party transaction (X1) dan manajemen laba (Z1) serta 

good Corporate Governance (Z2) sebagai variabel pemoderasi.  
Penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik nonprobability 

sampling. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling 
dengan kriteria diantaranya: 1) BPR yang telah melaporkan laporan keuangan ke 
BI dan OJK. 2) BPR tidak melakukan corporate action seperti akuisisi atau merger 
selama periode pengamatan. Bila perusahaan melakukan akuisisi dan merger 
selama periode pengamatan akan mengakibatkan variabel-variabel dalam 
penelitian mengalami perubahan yang tidak sebanding dengan periode 
sebelumnya. Sedangkan, bila suatu perusahaan dilikuidasi maka hasil penelitian 
tidak akan berguna karena perusahaan tersebut dimasa yang akan datang tidak 
lagi beroperasi. 3)Tidak memiliki laba dan total ekuitas negatif, karena saldo laba 

dan ekuitas yang negatif sebagai penyebut menjadi tidak bermakna dan 4) BPR 
tidak mengalami kerugian sebelum pajak karena dasar pengenaan pajak 
penghasilan adalah Income Before Tax. Berdasarkan kriteria tersebut jumlah BPR 
yang dapat dijadikan sampel adalah sebanyak 85 BPR. Sedangkan untuk data 
yang bisa diolah berjumlah 304.  

Penelitian ini menggunakan model persamaan regresi Moderated 
Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi 
berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur 
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interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) dengan rumus 
persamaan struktural regresi moderasi sebagai berikut: (Ghozali, 2002)  

Y = α + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + β4.X1.X3 + e .....................................(1) 
 Rumus tersebut dikonversikan dalam simbol-simbol variabel sehingga 
menjadi persamaan sebagai berikut.  

CashETRit = α + β1.RPT + β2.DK + β3.IPL+β4.MODERAT + e ......................(2) 
Keterangan:  
CashETR  = agresivitas penghindaran pajak  
DK  = Jumlah Dewan Komisaris Independen 
IPL  = Manajemen Laba Indeks Perataan Laba (IPL) 
RPT  = Related Party Transaction 
MODERAT = Perkalian antara politik organisasi dengan manajemen laba 

sebagai moderasi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Related Party Transaction 304 0,00 0,18 0,015 0,020 
Good Corporate Governance  304 0,00 1,00 0,803 0,398 
Indeks Perataan Laba 304 0,05 48,45 1,701 3,271 
Effective Tax Rate 304 -3,17 23,01 0,263 1,259 
Valid N (listwise) 304     
Sumber: Data Penelitian, 2022 

Berdasarkan Tabel 1 dengan jumlah sampel adalah sebanyak 304, Related 

Party Transaction (RPT) 50 BPR di Provinsi Bali tahun 2015 sampai dengan tahun 
2020, minimum sebesar 0,00 %, maksimum sebesar 0.18 , rata-rata 1.51%, Corporate 
Governance (CG) Kabupaten/kota di Bali tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, 
minimum sebesar 0,00%, maksimum sebesar 1,00 , rata-rata 0,80. Indeks Perataan 
Laba (IPL) Kabupaten/kota di Bali tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, 
minimum sebesar Rp0,05%, maksimum sebesar 48,45%, rata-rata 1.70% dam 
Effective Tax Rate (ETR) Kabupaten/kota di Bali tahun 2015 sampai dengan tahun 
2020, minimum sebesar -3,17%, maksimum sebesar 23,01% , rata-rata 0,263% 

Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan 
uji multikolinearitas. Uji normalitas dianalisis menggunakan uji Kolmogorov-
Smirnov. Jika nilai probability asymp.sig (2-tailed) yang dihasilkan > 0,05 maka 

data berdistribusi normal.  
Tabel 2. Uji Normalitas 

Sumber: Data Penelitian, 2022 

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikan sebesar Asymp. Sig. 

N  304 

Normal Parametersa ,b Mean 0,000 

 Std. Deviation 0,073 

Most Extreme Differences Absolute 0,093 

 Positive 0,070 

 Negative -0,093 

Test Statistic 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

 ,093 
0,020c 
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(2- tailed) sebesar 0,020 > 0,050. Dapat disimpulkan bahwa data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berdistribusi normal. Uji 
heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji model regresi terjadi 
ketidaksamaan hasil dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang 
lain atau tidak. Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji Glejser yaitu 
dengan cara meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel 
independen. Jika tingkat signifikan berada di atas 0,05 maka model regresi ini 
bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan 
pada Tabel 3. 
Tabel 3. Uji heteroskedastisitas 
Variabel Sig Keterangan 

Related Party Transaction (X1) 0,466 Terbebas Heteroskedastisitas 
Good Corporate Governance (Z1) 0,787 Terbebas Heteroskedastisitas 

Indeks Perataan Laba (Z2) 0,226 Terbebas Heteroskedastisitas 

Sumber: Data Penelitian, 2022 

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa keseluruhan variabel  
memiliki nilai signifikansi melebihi 0,05 sehingga data penelitian dapat  
disimpulkan terbebas dari heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas bertujuan 
untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
atau tidak. Apabila nilai VIF kurang dari 10 atau nilai tolerance lebih besar dari 
0,1 (10%), maka dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolinearitas. Hasil uji 
multikolinearitas disajikan pada Tabel 4. 
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Tolerance VIF 

Related Party Transaction 0,998 1,002 
Good Corporate Governance  0,996 1,004 

Indeks Perataan Laba 0,994 1,006 

Sumber: Data Penelitian, 2022 

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa nilai tolerance Related Party 

Transaction sebesar 0,998 dan nilai VIF sebesar 1,002. Nilai tolerance Good 

Corporate Governance sebesar 0,996 dan nilai VIF sebesar 1,004. Nilai tolerance 
Indeks Perataan Laba sebesar 0,994 dan nilai VIF sebesar 1,006. Hasil ini 

menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk semua variabel lebih besar dari 10% 
(0,10) dan nilai VIF untuk semua variabel lebih kecil dari 10, sehingga dapat  
disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi gejala 
multikolinearitas.  
Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson  2,026a 

Sumber: Data Penelitian, 2022 
Sedangkan berdasarkan Tabel 5, hasil uji autokorelasi dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson diperoleh hasil sebesar 2,026 lebih besar dari 
batas atas (du) yakni 1,732 dan kurang dari (4-du) 3,267 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.  

Analisis regresi adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui 
atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas pada  variabel 

terikat. Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat persamaan sebagai berikut. 
CashETRit = 0.229 -1.411.RPT + 0.000.CG -0.43.IPL 0.780.MODERAT+2.225.MODERAT + e 
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Tabel 6. Uji MRA 

Sumber: Data Penelitian, 2022 

Pengaruh RPT pada ETR adalah sebesar 0,028 yang lebih keciil daripada α 
(0,05), dengan nilai koefisien beta sebesar -1,411, yang berarti bahwa RPT 
berpengaruh negatif tidak signifikan pada ETR. Hasil ini menerima hipotesis 
Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa RPT berpengaruh negatif signifikan pada 
ETR. RPT memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi 
perusahaan Gordon et al. (2016). Menurut Kohlbeck dan Mayhew (2010) transaksi 
pihak berelasi dapat dikategorikan menjadi yang bersifat merugikan (abusive RPT 
berdasarkan the conflict of interest hypothesis) atau menguntungkan (efficient RPT 
berdasarkan the efficient transaction hypothesis). Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian Oktavia et al. (2012) menemukan bahwa hutang hubungan istimewa 
berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. 

Pengaruh GCG pada ETR adalah sebesar 0,988 yang lebih besar daripada 
α (0,05) dengan nilai koefisien beta sebesar 0,000, yang berarti bahwa GCG 
berpengaruh namun tidak signifikan pada ETR. Hasil ini menerima hipotesis 2 
dimana GCG (Jumlah dewan komisaris) memperlemah pengaruh negatif RPT 
pada agresivitas penghindaran pajak. GCG yang baik akan meningkatkan 
manajemen pajak perusahaan (Minnick & Noga, 2010). Jumlah dewan komisaris 
sebagai bagian dari GCG ikut menentukan bagaimana manajemen pajak 
perusahaan akan berjalan. Fungsi pengawasan dewan komisaris mencakup 
pemberian nasihat ketika dewan direksi atau eksekutif mengambil keputusan 

salah satunya dalam penerbitan saham. Adanya jumlah dewan komisaris yang 
semakin banyak, maka dalam setiap fungsi pengawasan dalam perusahaan/bank 
akan semakin tinggi sehingga semakin menekan tarif pajak efektif 
perusahaan/bank. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fadhila(2014) dan 
Subekti (2019) yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh terhadap agresifitas 
penghindaran pajak.  

Sedangkan Pengaruh indeks perataan laba (IPL) pada ETR adalah sebesar 
0,004 yang lebih kecil daripada α (0,05), dengan nilai koefisien beta sebesar 0,043, 
yang berarti bahwa berpengaruh dan signifikan terhadap ETR. Hasil ini 
mendukung hipotes 3 dimana Manajemen laba memperkuat pengaruh negatif 
RPT pada Agresivitas Penghindaran Pajak. Manajemen laba merupakan suatu 
tindakan dimana seorang manajer perusahaan melaporkan laba berdasarkan 

 Unstandardizerd Standardizerd   

Variabel Coefficients Coefficients t sig 
 B Std. Error Beta   

Related Party Transaction -1,141 1,306 -0,163 -1,080 0,028 

Good Corporate Governance  0,000 0,017 0,001 0,015 0,988 

Indeks Perataan Laba 0,043 0,015 -0,224 -2,923 0,004 
Related Party Transaction_Good 
Corporate Governance  
Related Party Transaction_ Indeks 
Perataan Laba 

0,780 
 
 

2,225 

1,182 
 
 

0,949 

-0,090 
 
 

0,280 

-0,660 
 
 

2,334 

0,510 
 
 

0,020 
(Constanta) 0,229     

R 2 

F 
0,233 
1,963 
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motif dan tujuan tertentu. Manajemen laba tidak bisa dilepaskan dari berbagai 
alasan dari seorang manajer untuk mempengaruhi laporan keuangan. manajemen 
bertindak agresif terhadap laporan keuangan yakni manajemen laba dengan 
teknik income decreasing maka diindikasikan bahwa manajemen bertindak agresif 
terhadap beban pajak guna menghindari pembayaran pajak yang tinggi 
(Handajani et al, 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tiaras dan 
Wijaya (2017) juga mengungkapkan bahwa ternyata manajemen laba berpengaruh 
signifikan terhadap agresivitas pajak. 

Berdasarkan uji koefisien determinasi (R2) model Prediksian ETR (Ŷ) 

adalah sebesar 23.3%. Hal ini berarti sebesar 23,3%variasi variabel terikat (ETR) 
dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dan moderasi dalam model 
(RPT, CG, IPL, RPT.CG dan RPT.IPL), sedangkan sisanya sebesar 76.7% dijelaskan 
oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya untuk mengetahui kelayakan model 
prediksian ETR (Ŷ) digunakan untuk mengestimasi besarnya ETR maka dapat 
diketahui melalui uji kelayakan model atau uji F. Uji kelayakan model dilakukan 
dengan melihat nilai signifikansi pada Tabel ANOVA, apabila nilai signifikansi F 
≤ α (0,05), maka model ini dikatakan layak digunakan mengestimasi besarnya 
ETR, sebaliknya jika nilai sig. F > α (0,05) maka model ini dikatakan tidak layak 
digunakan mengestimasi besarnya ETR. Hasil uji kelayakan model (uji F) tersaji 
pada tabel 4.10a. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui nilai Sig.F adalah 
sebesar 0,044 yang lebih kecil daripada α (0,05) sehingga dapat dikatakan model 

Prediksian ETR (Ŷ) adalah layak digunakan untuk mengestimasi besarnya ETR. 
Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi 

Sumber: Data Penelitian, 2022 

Berdasarkan uji koefisien determinasi (R2 ) model Prediksian ETR (Ŷ) 
adalah sebesar 23.3%. Hal ini berarti sebesar 23,3%variasi variabel terikat (ETR) 
dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dan moderasi dalam model 
(RPT, CG, IPL, RPT.CG dan RPT.IPL), sedangkan sisanya sebesar 76,7% dijelaskan 
oleh variabel lain di luar model. 

Selanjutnya untuk mengetahui kelayakan model prediksian ETR (Ŷ) 
digunakan untuk mengestimasi besarnya ETR maka dapat diketahui melalui uji 
kelayakan model atau uji F. Uji kelayakan model dilakukan dengan melihat nilai 

signifikansi pada Tabel ANOVA, apabila nilai signifikansi F≤α (0,05), maka model 
ini dikatakan layak digunakan mengestimasi besarnya ETR, sebaliknya jika nilai 
sig. F>α (0,05) maka model ini dikatakan tidak layak digunakan mengestimasi 
besarnya ETR. Hasil uji kelayakan model (uji F) tersaji pada Tabel 6. Berdasarkan 
tabel tersebut dapat diketahui nilai Sig.F adalah sebesar 0,044 yang lebih kecil 
daripada α (0,05) sehingga dapat dikatakan model Prediksian ETR (Ŷ) adalah 
layak digunakan untuk mengestimasi besarnya ETR. 
 
SIMPULAN 
Related Party Transaction (RPT) adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan 
dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Terkait dengan aspek 
Perpajakan, RPT diduga dapat mempengaruhi Agresivitas Penghindaran Pajak. 
Selain itu Manajemen Laba dan GCG juga mampu untuk mempengaruhi RPT 

Model R R2 Adj.R2 Std. Error of the Estimate 

1 0,179 0,233 0,261 0,074 
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dalam melakukan ETR. Penelitian ini dilakukan pada 137 unit BPR di Provinsi Bali 
dengan data dikumpulkan melalui website OJK. Responden dalam penelitian ini 
dikumpulkan dengan teknik purposive sampling dengan MRA sebagai teknik 
analisis data. Berdasarkan uji analisis diperoleh hasil sebagai berikut: 1) 
Meningkatnya Related Party Transaction (RPT) akan meningkatkan agresivitas 

penghindaran pajak; 2) Good Corporate Governance (GCG) tidak mampu 
memperlemah pengaruh Related Party Transaction (RPT) pada agresivitas 
penghindaran.  

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan 
diantaranya adalah sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya BPR yang 
ada di provinsi Bali saja sehingga tidak dapat menyimpulkan kondisi riil BPR 
khususnya secara umum di Indonesia terhadap perilaku agresivitas penghindaran 
pajak. Selain itu ,variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan uji 
koefisien determinasi hanya memiliki dampak 23,3%. Sehingga peneliti 
selanjutnya dapat menambah variabel penelitian khususnya dalam manajemen 
laba dengan menggunakan variabel Discretionary Accruals. 
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